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ABSTRAK

Penelitian ini  bertujuan mendeskripsikan implementasi
pemberian pembebasan bersyarat dalam perspektif figh siyasah pada
Rutan Kelas | Bandar Lampung. Sebagai Negara hukum maka
Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, oleh karena itu
setiap warga negara Indonesia wajib dilindungi hak-haknya, tidak
terkecuali seseorang yang menjalani masa pemidanaan yang disebut
dengan narapidana. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah
untuk memenuhi salah satu hak narapidana yaitu pembebasan
bersyarat, pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana
dan anak pidana di luar Rutan dan Lapas setelah menjalani sekurang-
kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan dan
diperuntukan untuk narapidana dengan pidana sama atau lebih dari 1
(satu) tahun 7 (tujuh) bulan. Pembebasan bersyarat diatur oleh
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan
Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat
dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah
Bagaimana implementasi pemberian pembebasan bersyarat di Rutan
Kelas | Bandar Lampung, apakah faktor penghambat dan pendukung
pemberian pembebasan bersyarat, dan bagaimana pandangan Figh
siyasah terhadap implementasi pemberian pembebasan bersyarat di
Rutan Kelas | Bandar Lampung. Hal tersebutlah yang mendorong
penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian
pembebasan bersyarat di Rutan Kelas | Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field
research) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada
informan, Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian
deskriptif kualitatif, dan sumber data yang diperoleh yaitu data primer
yang diperoleh dari wawancara dengan para informan dan data
sekunder yang berupa dokumen, undang-undang, buku-buku, Al-
Qur’an dan hadist serta data tersier yang diperoleh dari internet.
Pengolahan data menggunakan metode editing, reconstructing, dan
sistematika data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Rutan Kelas | Bandar
Lampung dalam melaksanakan pemberian pembebasan bersyarat telah
sesuai dengan peraturan yang berlaku namun pelaksanaannya tidak
berjalan secara maksimal dikarenakan terdapatnya faktor penghambat



seperti: keterlambatan dan ketidakjelasan dokumen-dokumen yang
diperlukan seperti kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan
putusan pengadilan, tidak adanya penjamin dan pemberkasan yang
membutuhkan biaya. Selain itu dalam perspektif Figh siyasah pihak
Rutan atau Kepala Rutan telah menjalankan amanah yang diberikan
kepadanya sebagai khalifah atau pemimpin untuk memberikan
pembebasan narapidana dalam bentuk pengampunan hukuman dan
syafaat kepada narapidana. Dan Pembebasan bersyarat sebagai salah
satu bagian dalam Figh Siyasah Tanfidziyyah.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Pengampunan hukuman, al-
syafaat, amanabh.
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"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh,
Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh,
Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

(Q.S. An-Nisa [4]: 58)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami skripsi ini, dan
untuk menghindari kesalapahaman serta penafsiran maka perlu
adanya penegasan judul agar dapat memiliki kesatuan pemahaman
dan penafsiran yang sama terhadap isi judul skripsi yaitu
Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi
Narapidana Perspektif Figh Siyasah (Studi Pada Rumah
Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung)”. Terlebih dahulu
akan penulis uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung
dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih
mempermudah pemahaman, serta untuk menghilangkan salah
pengertian. Adapun penjelasan dari pengertian beberapa istilah
yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya setelah menjalani
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9
(sembilan) bulan.! Dapat disimpulkan bahwa pembebasan
bersyarat merupakan hak seorang narapidana yang telah menjalani
masa pidananya, tetapi tidak begitu saja para narapidana
mendapatkan pembebasan bersyarat, hal tersebut dikarenakan
harus memenuhi persyaratan yang ada.

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman
karena tindak pidana.” Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.12
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah
terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas).

Figh Siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk
beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan
negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan dan kebijakan
yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran

! pasal 14 huruf (k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan.

2 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. https://kbbi.kemdikbud.go.id.
Diakses pada 2016.


https://kbbi.kemdikbud.go.id/

Islam.® Dengan ajaran Islam dapat menghadirkan kemaslahatan
untuk umatnya dan menghindarkan dari kemudharatan yang hadir
di tengah-tengah masyarakat.

Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau
terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan,
pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berkenaan dengan penjelasan judul di atas dapat ditarik
pemahaman bahwa “Implementasi Pemberian Pembebasan
Bersyarat Bagi Narapidana Perspektif Figh Siyasah“ (Studi
Pada Rumah Tahanan Negara Kelas | Bandar Lampung)
upaya pengkajian secara mendalam tentang bagaimana
pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan
Negara Kelas | Bandar Lampung dan bagaimana Pandangan
dalam Figh Siyasah.

B. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah
dan batas serta cara pembinaan Warga Pembinaan
Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara
terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar
menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat
hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung
jawab.’

Narapidana yang sedang menjalani masa pidananya
memiliki hak-hak yang telah diatur oleh Undang-Undang.
Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu bentuk
hak yang dimiliki oleh seorang narapidana yang sedang menjalani

% Hasby-Ash Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,
1995), 44.

% Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. 33 Tahun 2015, tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan
dan Rumah Tahanan Negara.

® Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan.
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masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah
Tahanan Negara. Pembebasan bersyarat sebagai suatu
pelaksanaan terhadap narapidana untuk dibebaskan menjelang
bagian akhir masa pidananya, agar dapat menjalani masa
pidananya diluar lembaga pemasyarakatan namun tetap dipantau
oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Pada faktanya dalam hal pelaksanaan pemberian
pembebasan bersyarat tidak berjalan secara maksimal, salah
satunya pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Rumah Tahanan
Negara Kelas | Bandar Lampung yang selanjutnya disebut dengan
Rutan. Berdasarkan data yang diperoleh dalam Rumah Tahanan
Negara Kelas | Bandar Lampung terdapat narapidana yang telah
menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya namun belum
mendapakan haknya yaitu pembebasan bersyarat. Berdasarkan
hasil wawancara dengan salah satu informan yaitu Arian Adi
Wibowo. A.Md.IP selaku Kasi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas I
Bandar Lampung, mengatakan bahwa belum diberikannya
pembebasan bersyarat pada narapidana tersebut karena
terlambatnya dalam melengkapi syarat-syarat administratif, tidak
adanya penjamin oleh narapidana tesebut, pemberkasan yang
membutuhkan biaya, ketidakjelasan atau tidak adanya dokumen-
dokumen yang diperlukan seperti kutipan putusan hakim dan
berita acara pelaksanaan putusan pengadilan serta adanya faktor
lain yang terdapat dalam Rutan Kelas | Bandar Lampung sehingga
memperlambat proses pelaksanaan pemberian pembebasan
bersyarat. Hal ini dikarenakan Rumah Tahanan Negara tidak
berhak untuk memutuskan untuk memberi pembebasan bersyarat,
melainkan hanya berhak mengusulkan agar narapidana tersebut
mendapatkan pembebasan bersyarat.®

Penerapan hak narapidana berupa pembebasan bersyarat di
beberapa Unit Pelaksanaan Teknis di Indonesia masih mengalami
permasalahan. Seperti penelitian pada Skripsi atas nama Akrimi
Zulfaneli (Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto) dengan judul
”Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi

® Arian Adi Wibowo, “Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat”,
Wawancara, Januari 3,2022.



Komperatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)”, memiliki
permasalahan pada pembebasan bersyarat mengenai adanya
diskriminasi terhadap narapidana serta perlu adanya peningkatan
kordinasi antar lembaga dalam program pengawasan pembebasan
bersyarat agar terhindar dari penyelewengan. Kedua Skripsi atas
nama Andi M. Erwin Febrian (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN
Alauddin Makassar) dengan judul “Pelaksanaan Pemberian
Pembebasan Bersyarat Narapidana Menurut UU No 12 Tahun
1995 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas | A
Makassar Periode 2012-2015)”, memiliki permasalahan terdapat
penghambat dalam pelaksanaannya mengenai penjamin dan
adanya narapidana yang melanggar hukum disiplin sehingga gagal
mendapatkan pembebasan bersyarat.

Permasalahan yang dialami pada contoh di atas sama
seperti kendala pada Rutan Kelas | Bandar Lampung yaitu berupa
adanya beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM vyang
cenderung tidak memiliki keserasian pada Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga dapat
menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat secara optimal.
Sebagai contoh mengenai syarat penjamin keluarga, hal tersebut
sulit untuk dipenuhi oleh Narapidana yang tidak mengetahui
keberadaan keluarganya.

Pelaksanaan dalam pemberian pembebasan bersyarat di
Indonesia (dalam KUHP) tidak terlepas dalam hukum pidana
Belanda, yang mengenal pembebasan bersyarat (vervroegde
invrijheidstelling) dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.’
Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan telah menentukan adanya hak-hak bagi
narapidana salah satunya mengenai pembebasan bersyarat, dan
pada Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang syarat dan Tata
Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat, menetapkan seorang narapidana dapat diberikan

" R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,
(Bogor: Politeia, 2013), 44.
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pembebasan bersyarat jika telah memenuhi persyaratan
administratif dan subtantif. Dengan diberikannya pembebasan
bersyarat terhadap narapidana diharapkan agar mereka dapat
kembali kepada masyarakat dengan menyesuaikan diri. Hal ini
bertujuan agar dapat menyatukan kembali narapidana dengan
masyarakat dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam
pembinaan narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.
Dengan adanya program pembebasan bersyarat, sehingga
kembalinya narapidana kepada masyarakat dapat mengurangi
beban anggaran negara dalam rangka pembinaan dan perawatan
narapidana.

Islam sebagai agama bagi manusia bertujuan untuk
mendatangkan dan menegakan hukum, yang akan memberikan
rasa aman dan tentram bagi manusia. Hukuman pidana dalam
Islam adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan
manusia serta menjaga dari hal-hal yang mafsadat. Dalam hukum
Islam selalu mengedepankan konsep tahqgig masalih al-nas
(merealisasikan kemaslahatan untuk manusia). Kemaslahatan
secara bahasa dapat diartikan dengan kebaikan, kemanfaatan, dan
kepentingan.®

Berdasarkan keterkaitannya, pembebasan bersyarat dengan
pandangan Islam merupakan pemberian keringanan hukuman atau
pengampunan, maka unsur kemaslahatan ini  menjadi
pertimbangan yang mutlak dalam memberikan pembebasan
bersyarat sebagai bentuk kebijakan pemerintahan di Indonesia.
Bagi penguasa, mengambil keputusan sendiri dalam situasi yang
di hadapi maupun hak kewenangan memaafkan merupakan bagian
dari kebijakan ulil amri dan wakil-wakil rakyat yang diakui. Jika
kebijakan tersebut memberikan kemaslahatan dan jiwa syariat,
maka kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh penguasa
tersebut wajib untuk dipatuhi. Dengan kaitannya pembebasan
bersyarat syafa’at bertujuan agar seseorang atau sekelompok
orang Yyang telah melakukan tindak pidana dapat kembali
memperoleh hak-haknya sebagai seorang warga negara, karena

® Tim Penulis, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan), 923.



syafa’at diberikan agar kembali untuk berbuat kebaikan. Hal ini
termasuk nilai-nilai dari Figh Siyasah sebagai nilai amanah dan
keadilan. Pada dasarnya figh siyasah membahas mengenai
hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam berupaya untuk
dapat menciptakan kemaslahatan bersama. Hal terpenting bagi
seorang pemimpin dalam membuat suatu kebijakan tidak boleh
bertentangan dengan syariat dan apakah pemimpin tersebut dapat
menjalankan amanah yang didapatkan untuk menjalankan
kebijakan tersebut. Selain pertimbangan kemaslahatan, dan
pemberian keringanan hukuman atau pengampunan menjalani
pidana tidak terlepas dari konsekuensi narapidana untuk
memperbaiki diri dan menyesali perbuatannya dan tidak
mengulanginya lagi sehingga bisa menyesali perbuatannya dan
bertaubat.

Pemberian pembebasan bersyarat dalam siyasah syar’iyyah
telah dikenal adanya pemaafan yang disebut dengan istilah al-
syafa’at. Kata al-syafa’atr menurut ali bin Muhammad al-Jurjani,
ahli hukum mahzab Maliki sekaligus pengarang kitab al-7a rifat,
bahwa al-syafa’at adalah suatu permintaan dari seorang mahluk
yang pernah melakukan suatu kejahatan, supaya dibebaskan dari
segala dosa yang pernah ia lakukan.® Dan kata al-syafa at dalam
hadis atsar yang diriwayatkan dari Imam Malik yang
didefenisikan oleh Fakhruddin al-Razi (Ahli Figh Mahzab Maliki)
yaitu “Suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain agar
keinginannya dipenuhi”®®. Islam memandang bahwa pada
dasarnya memberikan syafa’at berupa bantuan, baik materil
maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang
yang meminta syafa ‘at merupakan tindakan yang terpuji.

Pembebasan bersyarat memiliki dasar hukum di dalam Al-
Qur’an pada surat:

® Bisri M. Jaelani, Enskiklopedia Islam, (Yogyakarta: Panji Pustaka
Yogyakarta, 2007), 306.

10 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru
Van Hoeve, 2006), 411.
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“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang
setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik
(kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah.
Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim”. (Q.S. Asy-
Syura [42: 40])

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan jahat akan ada
balasannya tetapi memaafkan dan memberikan kesempatan untuk
berubah itu jauh lebih baik, karena Allah SWT membenci orang-
orang yang berbuat zalim. Oleh karena itu pembebasan bersyarat
dalam arti pengampunan hukuman merupakan suatu kebijakan
yang sesuai dengan perintah Allah SWT dalam bentuk syafaat-
Nya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar
belakang masalah di atas, penulis dapat mengambil garis besar
dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk
meneliti dan menyusun mengenai hak narapidana vyaitu
pembebasan bersyarat. Di dalam penelitian ini penulis
menekankan sasaran penelitian dengan bagaimana proses
pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di
Rumah Tahanan Negara Kelas | Bandar Lampung dan bagaimana
pandangan figh siyasah dalam pemberian pembebasan bersyarat.
Selanjutnya penulis mengambil inti dalam menyusun skripsi ini
dengan judul “Implementasi Pemberian Pembebasan
Bersyarat Bagi Narapidana Perspketif Figh Siyasah (Studi
Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung)”.

. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus
penelitian ini adalah implementasi pemberian pembebasan
bersyarat bagi narapidana perspektif figh siyasah pada Rumah
Tahanan Negara Kelas | Bandar Lampung. Dari fokus penelitian



tersebut kemudian dijabarkan menjadi tiga sub fokus sebagai
berikut:

1.

Proses dan mekanisme dalam implementasi pemberian
pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas |
Bandar Lampung.

Faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi
pemberian pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara
Kelas | Bandar Lampung.

Implementasi pemberian pembebasan bersyarat dalam
perspektif Figh Siyasah di Rumah Tahanan Negara Kelas |
Bandar Lampung.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti

membuat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai
berikut:

1.

Bagaimana implementasi pemberian pembebasan bersyarat
bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas | Bandar
Lampung?

Apa faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi
pemberian pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara
Kelas | Bandar Lampung?

Bagaimana pandangan Figh Siyasah terhadap implementasi
pemberian pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara
Kelas | Bandar Lampung?

. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui dan memahami Implementasi dalam
pemberian pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara
Kelas | Bandar Lampung.

Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam
implementasi pemberian pembebasan bersyarat di Rumah
Tahanan Negara Kelas | Bandar Lampung.
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3. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Figh Siyasah
terhadap implementasi pemberian pembebasan bersyarat di
Rumah Tahanan Negara Kelas | Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa
manfaat, baik ditinjau dari aspek teoritis maupun praktisnya
sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, Penelitian dengan judul Implementasi

Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Persfektif

Figh Siyasah (Studi pada Rumah Tahanan Negara Kelas |

Bandar Lampung) diharapkan dapat menambah wawasan

peneliti dan pembaca pada umumnya dan memberikan

pengetahuan serta pengembangan dalam ilmu pengetahuan
tentang hak narapidana yaitu pembebasan bersyarat pada

umumnya dan ilmu hukum dalam Undang-Undang No. 12

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, serta Figh Siyasah

khususnya mengenai Pengampunan Hukuman.

2. Manfaat Praktis

a. Mengembangkan penalaran, serta untuk mengetahui
sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu
yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Syariah
Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

b. Dapat memberikan suatu rekomendasi agar hak
narapidana dapat terpenuhi khusunya pada hak
pembebasan bersyarat.

c. Menambah wawasan masyarakat tentang Pembebasan
Bersyarat agar masyarakat dapat berperan aktif dalam
pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan Negara.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relavan
Berikut ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang
menjadi acuan bagi penyusun dalam melakukan penelitian, antara
lain sebagai berikut:



10

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relavan

No Judul Hasil Persamaan Perbedaan
1. Skripsi yang Hasil penelitian Persamaan Perbedaanya yaitu
ditulis oleh ini menunjukan penelitian dalam
Akrimi Zulfaneli | bahwa konsep yang terdahulu | pembahasannya,
mahasiswa pemberian dengan yang pelaksanaan
Institut Agama pembebasan akan diteliti pemberian
Islam Negeri bersyarat adalah pada pembebasan
(1AIN) merupakan pembahasanny | bersyarat dalam
Purwokerto pada | manifestasi dari | a dimana penelitian tersebut
tahun 2019, yang | pemenuhan hak membahas berlandaskan PP
berjudul kepada tentang Nomor 99 Tahun
“Pemberian narapidana yang | pemberian 2012 sedangkan
Pembebasan telah memenuhi pembebasan saat ini telah
Bersyarat Bagi seluruh bersyarat diubah menjadi
Narapidana Studi | persyaratan yang | dalam Permenkumham
Komparatif melalui prosedur | pandangan No. 3 Tahun 2018
antara Hukum yang diatur. hukum positif | dan pembahasan
Positif dan Sedangkan dan hukum pembebasan
Hukum Islam”. dalam hukum Islam. bersyarat di
Islam, istilah penelitian ini akan
pembebasan diteliti
bersyarat disebut menggunkan
dengan Permenkumham
pengampunan. Nomor 03 Tahun
Tujuan 2018 dan
pengampunan membahas syafaat

salah satunya
untuk menjaga
kemaslahatan
umum dan
menghindari
kemudharatan.™

sebagai bentuk
pengampunan
hukuman dengan
konsep amanah
dalam
kepemimpinan.

1 Akrimi Zulfaneli, “Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana

Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019), v.

Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam”(Skripsi, Institut Agama
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Skripsi yang
ditulis oleh Andi
M. Erwin
Febrian
mahasiswa
Universitas
Islam Negeri
Alauddin
Makassar pada
tahun 2016, yang
berjudul
“Pelaksanaan
Pemberian
Pembebasan
Bersyarat
Narapidana
Menurut UU No.
12 Tahun1995”.
(Studi Kasus di
Lembaga
Pemasyarakatan
Klas I A
Makassar
Periode 2012-
2015)

Hasil penelitian
ini adalah
menunjukan
bahwa
berdasarkan
aturan hukum
Undang-Undang
nomor 12 tahun
1995 pasal 2
tentang
pemasyarakatan
sampai saat ini
tetap menjadi
acuan dalam
pemberian
pembebasan
bersyarat
narapidana
periode 2012-
2015 berjalan
cukup baik
karena seiring
berjalannya
waktu pemberian
hak narapidana
mendapatkan
pembebasan
bersyarat
semakin
meningkat
walaupun dalam
pelaksanaannya
masih memiliki
hambatan. Baik
hambatan
internal dan
eksternal
diantaranya
penjamin pihak
keluarga

Persamaan
penelitian
yang terdahulu
dengan yang
akan diteliti
adalah
pembahasanya
mengenai
pemberian
pembebasan
bersyarat pada
suatu objek.

Perbedaannya
yaitu objeknya
yang mana
dilakukan di
Lembaga
Pemasyarakatan
Kota Makassar
sedangkan yang
akan penulis teliti
adalah Rumah
Tahanan Negara
Kelas | Bandar
Lampung dan
dalam
pembahasan
penelitian yang
terdahulu hanya
terfokus pada
pelaksanaan
pembebasan
bersyarat sesuai
dengan Undang-
Undang No. 12
Tahun 1995 serta
tidak membahas
mengenai figh
siyasah, dan
konsep amanah
seorang
pemimpin.




narapidana tidak
bersedia dan
adanya
narapidana yang
melanggar
hukum disiplin.*?

Jurnal yang
ditulis oleh
Samil Fuadi,
Mohd Din,
dahlan Ali,
sebagai staff
pengajar limu
Hukum
Universitas
Syiah Kuala
pada tahun 2015.
Dalam jurnal
IImu Hukum
Volume 3, No. 1,
Februari 2015
Pascasarjana
Universitas
Syiah Kual
dengan judul
“Pembebasan
Bersyarat bagi
Narapidana
(Suatu Penelitian
pada Lembaga
Pemasyarakatan
Klas Il A Banda
Aceh)”,

Hasil penelitian
menunjukan
bahwa pada
Lembaga
Pemasyarakatan
Klas Il A Banda
Aceh dalam
periode tahun
2010 sampai
dengan tahun
2013
pembebasan
bersyarat kepada
beberapa
narapidana yang
memenuhi syarat
tetapi kemudian
menyebabkan
narapidana yang
bersangkutan
melarikan diri.
Adanya pelarian
narapidana ini
tentunya
diakibatkan dan
wewenang
kejaksaan dalam
pelaksanaan
pembebasan
bersyarat

Persamaan
dalam jurnal
ini dengan
penelitian
yang akan
dilakukan
penulis adalah
pembahasan
mengenai
pembebasan
bersyarat pada
suatu objek.

Perbedaan dalam
jurnal ini terhadap
penelitian yang
akan penulis teliti
adalah dimana
dalam jurnal ini
memfokuskan
dalam pemberian
pembebasan
bersyarat terhadap
pengawasan
kejaksaan dan
tidak adanya
pembahasan
mengenai
pengampunan
hukuman dalam
Figh Siyasah.

2 Andi M. Erwin Febrian, “Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan

Pembebasan Bersyarat Menurut UU no 12 Tahun 1995 (Studi Kasus di Lapas Klas | A Makassar
Periode 2012-2015) (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016), ix.
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sebagaimana
yang diatur Pasal
30 ayat (1) huruf
c UU No. 6
Tahun 2004. *°

Jurnal Pemberian | Hasil penelitian Persamaan Perbedaan dalam
Pembebasan bahwa dalam jurnal jurnal ini dengan
Bersyarat Dalam | Pemberian ini dengan penelitian yang
Pembinaan pbembebasan penelitian akan dilakukan
Narapidana Pada | bersyarat dalam | yang akan adalah pada jurnal
Lembaga pembinaan dilakukan ini tidak ada
Pemasyarakatan | narapidana pada | penulis adalah | pembahasan
Kelas | LP kelas | pembahasan mengenai
Makassar, oleh Makassar belum | mengenai pengampunan
Khomaini, terlaksana secara | pembebasan hukuman dalam
Hambali Thalib, | efektif, baik bersyarat pada | Figh Siyasah.
Muhamamd terhadap suatu objek.

Syarief Nuh. persyaratan

subtantif dan
administratif,
Prosedur
pemberian
Pembebasan
Bersyarat
terhadap
narapidana
dilakukan
dimulai dari 0-
2/3 masa pidana,
kemudian
pemenuhan
syarat baik itu
syarat subtantif
dan administratif
selain itu

13 Samil Fuadi,

Mohd. Din, Dahlan Ali, ‘“Pembebasan Bersyarat Bagi

Narapidana (Suatu Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas 1l A Banda
Aceh)”, Jurnal llmu Hukum, Vol 3, no. 1 (2015): 1-10, https:/
/doi.org/http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4755/4104.
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narapidana juga
mengisi surat
pernyataan yang
diisi oleh pihak
keluarga dari
narapidana
bersangkutan
serta diketahui
oleh masyarakat
setempat yang
diwakili oleh
Kepala Desa
ataupun Lurah.
Setelah adanya
pertimbangan
perihal
diterimanya
usulan
pembebasan
bersyarat maka
akan
diterbitkanlah
Surat Keputusan
(SK)
pembebasan
bersyarat dan
akan dibimbing

oleh Balai

Pemasyarakatan

(Bapas).™*
Jurnal Tinjauan Hasil yang Persamaan Perbedaan dalam
Yuridis didapatkan yaitu | jurnal ini Jurnal ini dengan
Terhadap Syarat dengan penelitian yang
Efektivitas administratif penelitian akan dilakukan
Prosedur pembebasan yang akan adalah pada jurnal

¥ Khomaini, Hambali Thalib, Muhamamd Syarief Nuh, “Pemberian
Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 1 Makassar”, Journal Of Lex Generalis (JLG), Vol. 2, no. 2 (2021),
https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.335.
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Pemberian
Pembebasan
Bersyarat Secara
Online (System
Database
Pemasyarakatan)
Dalam Proses
Pembinaan
Narapidana.
Oleh Ahmad
Syaifuddin.

bersyarat
diberlakukan
kepada
narapidana
dibawah 5 tahun
dan diatas 5
tahun harus
membayar
subsider baru
akan
mendapatkan
pembebasan
bersyarat sebagai
perketatan.
Pembinaan di LP
Kelas I1A Kendal
berhasil atau
dapat juga
dikatakan bahwa
pembebasan
pembinaan
bersyarat dalam
pembinaan
tersebut adalah
efektif.®

dilakukan
penulis adalah
pembahasan
mengenai
proses
prosedur
pembebasan
bersyarat.

ini tidak terdapat
pembahasan
mengenai
pengampunan
hukuman pada
Figh Siyasah.

5 Ahmad Syaifuddin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Prosedur
Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasyarakatan)
Dalam Proses Pembinaan Narapidana”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol 16, no. 2
(2019): 1, 10.35973/sh.v16i2. 1248.
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H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, bahwa
datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana
adanya (natural setting).’® Dengan menggunakan jenis penelitian
ini, penulis ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapnya
mengenai implementasi pemberian pembebasan bersyarat bagi
narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas | Bandar Lampung.

Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk
menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field
research). Obyek penelitiannya adalah berupa lapangan
yang bisa memberikan informasi tentang kajian penelitian
yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas | Bandar Lampung.

. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, artinya
penelitian ini  menggambarkan objek tertentu dan
menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan
secara sistematis fakta-fakta dalam bidang tertentu secara
faktual dan cermat. Dalam penelitian ini penulis akan
mendeskripsikan  penelitian  ini  berkaitan  dengan
Implementasi pemberian pembebasan bersyarat di Rumah
Tahanan Negara Kelas | Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Data yang disajikan oleh penyusun diperoleh dari

sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer,
sekunder dan tersier.
a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
subyek peneliti sebagai sumber informasi yang dicari.'’
Sumber data primer ini dalam penelitian ini adalah hasil

'8 Hadiri Nawawi dan Mimi Martini, ”Penelitian Terapan”, (Yogyakarta,

Gadjah mada University Press, 2015), 174.

Y Saifuddin Azwar, “Metode Penelitian”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), 91.



17

dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan
penelitian ini.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak
lain, yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek
penelitian. Yang terdiri dari Al-Qur’an, hadist-hadist,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.
3 Tahun 2018 dan buku-buku figh.
c. Data Tersier
Data Tersier adalah data yang memberikan
penjelasan dan sebagai penunjang terhadap data primer
dan sekunder. Yang terdiri dari Ensiklopedia Islam dan
bahan dari Internet.

Informan
Informan adalah subyek penelitian yang dapat
memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang
diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan
jenis unit analisis yaitu fokus pada struktur (structure focused)
yaitu dalam struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas |

Bandar Lampung. Dan jenis informan yang digunakan adalah

sebagai berikut:

a. Informasi kunci, ialah informan yang memiliki informasi
secara menyeluruh tentang pembebasan bersyarat yaitu Kasi
Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas | Bandar
Lampung.

b. Informan utama, ialah orang yang mengetahui secara teknis
dan detail mengenai pembebasan bersyarat yaitu 1 orang
Staf Registrasi Rumah Tahanan Negara Kelas | Bandar
Lampung.

c. Informan pendukung, ialah orang yang dapat memberikan
informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan
pembahasan mengenai pembebasan bersyarat yaitu 1 orang
narapidana (Rutan Kelas | Bandar Lampung) yang sedang
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melakukan pengajuan dan 1 orang yang tidak mengajukan
pembebasan bersyarat (Rutan Kelas | Bandar Lampung).
Penentuan informan menggunakan metode purposive
sampling, yaitu menggunakan Kriteria tertentu dalam pemilihan
informan.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik dalam pengumpulan data merupakan sangat
penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan sebuah
penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan
menguji  kebenaran suatu pengetahuan. Maka teknik
pengumpuloan data dalam penelitian ini yaitu:
a.  Wawancara
Wawancara merupakan cara pengumpulan data
dengan cara tanya jawab dengan pihak yang terkait
dilaksanakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada
tujuan penelitian.’® Wawancara yang digunakan berbentuk
wawancara terbuka yaitu informan diajukan pertanyaan
sedemikian rupa sehingga informan dapat memberikan
jawaban secara bebas dan tidak terbatas, sehingga jawaban
akan terlihat fakta dan jelas.
b. Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah teknik untuk melengkapi
data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data
dengan mengadakan pencatatan dokumen yang berkenaan
dengan implementasi pemberian pembebasan bersyarat.
Seperti profil Rutan Kelas | Bandar Lampung, struktur
Rumah Tahanan Negara Kelas | Bandar Lampung, dan data
yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat seperti surat
keputusan dan foto.

5. Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan-tahapan
diatas, maka peneliti dapat mengelola datanya sesuai dengan
kode etik penelitian dengan metode-metode sebagai berikut:

18 Marzuki, “Metodelogi Riset”, (Yogyakarta: BPFE, 2006), 62.
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a. Editing, yaitu pengoreksi data yang telah dikumpulkan,
karena kemungkinan data yang masuk atau data yang
terkumpul tidak logis dan meragukan.

b. Reconstructing, yaitu bagian data yang terhimpun akan
diformulasikan sesuai dengan aturan dasar riset yang telah
dibakukan, agar data tersaji dengan mudah dimengerti.

c. Systematizing, yaitu menempatkan data menurut kerangka
sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.*®

6. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa
kualitatif ~yaitu dengan mendeskripsikan, menjelaskan,
menguraikan hasil data lapangan dalam bentuk uraian kalimat
yang mudah dicerna, diartikan dan tersusun dengan cermat,
sistematis, dan mereduksi segala informasi yang diperoleh
untuk memfokuskan pada masalah utama yakni pembebasan
bersyarat dan menganalisis secara mendalam tentang
implementasi pembebasan bersyarat persfektif figh siyasah
yaitu pengampunan hukuman dengan bahan primer, sekunder
dan tersier. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara
induktif, dimana metode induktif yaitu berdasarkan pada
kejadian yang khusus mengarah ke umum sebagai penarikan
dalam suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini maka
memerlukan adanya sistematika pembahasan, sehingga dapat
menunjukan hasil penelitian yang baik dan mudah untuk
dipahami. Adapun sistematika tersebut terbagi menjadi beberapa
bab, yaitu:

1. Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan
masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan
skripsi, dan sekaligus sebagai dasar dalam menjelasakan
skripsi yang meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang, Fokus

1% Amirullah, Zainal Abidin.,Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta :
Balai Pustaka, 2006), 107.
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dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan masalah, Tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu
yang Relavan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

. Bab kedua, Landasan Teori. Pada bab ini memuat deskripsi

mengenai teori yang dijadikan sebagai landasan dalam
melakukan penelitian, yaitu meliputi: Gambaran Umum
Pembebasan Bersyarat (pengertian pembebasan bersyarat,
dasar hukum pembebasan bersyarat, syarat-syarat dan tata cara
pembebasan bersyarat). Narapidana (pengertian narapidana,
hak dan kewajiban narapidana, pembinaan narapidana). Figh
Siyasah (pengertian figh siyasah, ruang lingkup figh siyasah
dan dasar hukum figh siyasah).

. Bab ketiga, Deskripsi Objek Penelitian. Pada bab ini

menguraikan tentang latar sosial, historis, budaya, ekonomi,
lingkungan sebagai gambaran umum penelitian yang melatari
temuan penelitian, yaitu meliputi: Gambaran Umum Rumah
Tahanan Negara Kelas | Bandar Lampung (Sejarah Singkat
Berdirinya Rumah Tahanan Negara Negara Kelas | Bandar
Lampung,Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas |
Bandar Lampung, Tujuan dan Fungsi Pemasyarakatan di
Rumah Tahanan Negara Kelas | Bandar Lampung, Struktur
Kepengurusan Rumah Tahanan Negara Kelas | Bandar
Lampung). Gambaran Umum Implementasi Pemberian
Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Rumah Tahanan
Negara Kelas | Bandar Lampung.

. Bab keempat, Analisis Penelitian. Pada bab ini berisi analisa

terhadap fakta-fakta dan data-data yang ditemukan dalam
penelitian, yaitu  meliputi:  Implementasi  Pemberian
Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Rumah Tahanan
Negara Kelas | Bandar Lampung, Faktor penghambat dan
pendukung dalam Implementasi Pemberian Pembebasan
Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas | Bandar Lampung,
Pemberian Pembebasan Bersyarat Perspektif Figh Siyasah.

5. Bab kelima, Penutup. Meliputi: Kesimpulan dan Rekomendasi.



BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pembebasan Bersyarat
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Sistem Pemasyarakatan memiliki masalah-masalah
yang harus diatasi oleh pemerintah dan instansi terkait agar
dapat mencapai tujuan program pembinaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, salah satunya dengan
program pemberian pembebasan bersyarat. Pembebasan
Bersyarat telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (k)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan menyatakan narapidana berhak mendapatkan
pembebasan bersyarat. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian
remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan
bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat,
pembebasan bersyarat adalah program pembinaan untuk
mengintegrasikan narapidana dan anak kedalam kehidupan
masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan.?® Pembebasan bersyarat dapat diberikan apabila
terpidana telah memenuhi persyarat administratif dan
substantif seperti menjalani 2/3 dari masa pidana penjara yang
dijatuhkan dan sekurang-kurangnya 9 bulan serta telah
berkelakuan baik selama ia dipenjara.

Pertama kalinya penjelasan mengenai ketentuan
pembebasan bersyarat dalam perundang-undangan di
Indonesia termuat pada istilah pelepasan bersyarat yang
tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
isi KUHP tersebut berdasarkan Wetbook van straftrecht voor
Nederlandsh-Indie. Pelepasan bersyarat sendiri memiliki
makna yang didapat pada sistem pidana penjara di Inggris

2 pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian
remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang
bebas dan cuti bersyarat.

21
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(progressive system), yang menjelaskan bahwa hal tersebut
merupakan sebuah proses dalam pengembalian terpidana ke
dalam masyarakat. Penjelasan pelepasan bersyarat dalam
KUHP yang telah ditetapkan dengan K.B No. 33 tanggal 15
Oktober 1955 yang berlaku di Indonesia pada tanggal 1
Januari 1918 (vide Stb. 1917-497 jo 645).?' Selanjutnya
terdapat perubahan mengenai pelepasan bersyarat diberikan
kepada penjatuhan pidana penjara yang panjang terdapat pada
Sth. 1926-251 jo 486.29 yang dikenal sebagai Ordonnantie
Op De Voorwaardelijke Invrjheids Stelling, namun didalam
undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai
arahan dan pembinaan yang menjalani pelepasan bersyarat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa narapidana
yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat wajib
mengikuti aturan yang berlaku yaitu menjalankan wajib lapor
dan mengikuti bimbingan yang diberikan oleh suatu lembaga
yaitu Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pembebasan bersyarat
merupakan pemenuhan terhadap hak narapidana yang dibantu
dan diarahkan oleh Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah
Tahanan Negara sebagai instansi yang membina narapidana
dengan sistem pemasyarakatan. Pembinaan Narapidana
diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan pemidanaan itu
sendiri, salah satunya dapat mempersiapkan dan memberikan
bekal kepada narapidana saat dikembalikan ke dalam
masyarakat serta menjadikannya pribadi yang lebih baik dan
tidak mengulangi kesalahannya kembali, diharapkan dengan
diberikannya kebijakan mengenai pembebasan bersyarat dapat
mewujudkan tujuan tersebut.

Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Hak seorang narapidana yang telah diatur sesuai dengan
aturan yang berlaku harus mendapatkan jaminan atas
pelaksanaannya, salah satunya mengenai hak terhadap

2 Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem

Pemasyarakatan, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 87.
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pembebasan bersyarat. Berikut ini terdapat aturan yang

mengatur mengenai pembebasan bersyarat, yaitu:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan: Pasal 14 ayat (1) pada point (K) yang
berbunyi “Mendapatkan Pembebasan Bersyarat”.

2. Pasal 15 KUHP:

(1) Orang yang dipidana penjara dapat dilepaskan dengan
syarat, apabila telah dua per tiga dari masa pidananya
yang sebenarnya dan juga sekurang-kurangnya
Sembilan bulan daripada itu. Kalau orang yang
dipidana itu harus menjalani beberapa kali pidana
penjara seumur hidup.

3. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01. PK.04.10 tahun
1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti
Menjelang Bebas.

4. PP No. 99 Tahun 2012 atas perubahan PP No. 32 Tahun
1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan.

5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 3
Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian
Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat.

Syarat dan Tata Cara Pembebasan Bersyarat

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembebasan
bersyarat terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat. Syarat pembebasan bersyarat terdapat pada Bab V
Pasal 82 sampai dengan Pasal 93. Untuk tata cara pembebasan
bersyarat terdapat pada Pasal 94 sampai dengan Pasal 101.
Berikut mengenai penjelasan syarat dan tata cara pembebasan
bersyarat:
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Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana
yang telah memenuhi syarat (Subtantif):?

a.

Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per
tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana
tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling

singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum
tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;

. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun,

dan bersemangat; dan

. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan

Narapidana.
Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dibuktikan

dengan kelengkapan dokumen (Syarat Administratif):*

a.

o

Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara
pelaksanaan putusan pengadilan;

Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani
oleh Kepala Lapas;

Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh
Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala
Bapas;

Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana
pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana
Pemasyarakatan yang bersangkutan;

e. Salinan register F dari Kepala Lapas;

f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan
perbuatan melanggar hukum; dan

Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali,
lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau

22 pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun

2018 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

2 pasal 83 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun

2018 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
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Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau
nama lain yang menyatakan bahwa:

1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak

melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi

Narapidana selama mengikuti program Pembebasan
Bersyarat.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana
yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana
kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi
manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi
lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam pasal 82 harus memenuhi syarat (Substantif):**

1) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk
membantu membongkar perkara tindak pidana yang
dilakukannya;

2) Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa
pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling
sedikit 9 (Sembilan) bulan;

3) Telah menjalani Asimilasi paling sedikit ¥ (satu per dua)
dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi
narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana
terorisme, narkotika dan precursor narkotika, psikotropika,
korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak
asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional
terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 84
sampai 86 dibuktikan dengan melampirkan dokumen
(Administratif):?

24 pasal 86 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun
2018 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

%% pasal 87 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun
2018 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
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s«

Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu
membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang
ditetapkan oleh instansi penegak hukum;

. Fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara

pelaksanaan putusan pengadilan;
Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani
oleh Kepala Lapas;

. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh

Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala

Bapas;

Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana

pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang

bersangkutan;

Salinan register F dari Kepala Lapas;

Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri

dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali,

atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi

swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala

desa atau nama lain:

1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak
melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi
narapidana selama mengikuti program Pembebasan
Bersyarat.

Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana
dan Anak

a.

Pemberian Pembebasan Bersyarat dilaksanakan melalui
sistem informasi pemasyarakatan, sistem informasi
pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana
Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan
Direktorat Jenderal.

Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan
diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan dilakukan
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terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan
kelengkapan dokumen.

b. Pendataan dan kelengkapan dokumen, wajib dimintakan
setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di
Lapas/LPKA.

c. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA
merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat
bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA
berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah
memenuhi persyaratan.

d. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul
pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas/LPKA
menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat
kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala
Kantor Wilayah.

e. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan
usul pemberian Pembebasan Bersyarat, paling lama 3 (tiga)
Hari terhitung sejak tanggal usul Pembebasan Bersyarat
diterima dari Kepala Lapas/LPKA.

f. Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian
Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal atas nama
Menteri menetapkan keputusan pemberian Pembebasan
Bersyarat.

Tata cara pemberian pembebasan bersyarat bagi
narapidana Tindak Pidana Terorisme, Narkotika dan
Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan
terhadap Keamanan Negara, Kejahatan Hak Asasi manusia
yang Berat, serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi
lainnya:*®
a. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan

diusulkan pembebasan bersyarat.

b. Pendataan  dilakukan terhadap syarat pemberian
pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen.

% pasal 100 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun
2018 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
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c. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh)
hari narapidana berada di Lapas.

d. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama %
(satu per dua) masa pidana narapidana di Lapas.

Upaya narapidana dalam mendapatkan pembebasan
bersyarat narapidana harus memenuhi persyaratan-persyaratan
dan tata cara dalam proses pelaksanaannya yang sudah
dijelaskan di atas, sampai mendapatkan keputusan pemberian
pembebasan bersyarat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Selain
ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk pemberian
pembebasan bersyarat, dalam pasal 16 KUHP juga diatur
tentang pihak yang berwenang untuk untuk menetapkan
pemberian pembebasan bersyarat. Ketentuan dalam Pasal 16
KUHP adalah sebagai berikut:

1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri
Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari
pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat
keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum
menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan
Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri
Kehakiman.

2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-
hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh
menteri Kehakiman atas usul atau setelah setelah
mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum
memutus, harus ditanya terlebih dahulu pendapat Dewan
Reklasering Pusat.

3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah
jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan
bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum,
jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama
masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar
syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera
memberitahukan  penahanan itu kepada Menteri
Kehakiman.
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4) Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika
penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara
waktu atau pencabutan pembebasan bersyarat, maka
orang itu dianggap meneruskan atau menjalani pidananya
mulai dari tahanan.

B. Narapidana
1. Pengertian Narapidana
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (7), bahwa narapidana
adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan
di Lembaga Pemasyarakatan. Beberapa ahli hukum
berpendapat bahwa, narapidana adalah manusia bermasalah
yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat
dengan baik, dan ahli hukum lain mengatakan narapidana
adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena
melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh
hakim untuk menjalani hukuman.?’ Maksud dijatuhkan
hukuman atau pidana hilang kemerdekaan adalah:

1. Agar manusia yang dihukum, insaf bahwa ia telah berbuat
salah pada masyarakat dan karena diasingkan untuk
sementara waktu dari pergaulan masyarakat ramai dan
karena perbuatan yang salah itu ia sepantasnya harus
menerima dengan sadar akan hukuman yang setimpal. Hal
tersebut dapat dicapai dengan jalan memberlakukan orang
yang dihukum itu terutama pada permulaan menjalankan
hukumannya diperlakukan dengan disiplin atau aturan
yang tetap, tetapi berprikemanusiaan disertai kewajiban-
kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Agar terhadap orang yang dihukum itu diusahakan segala
sesuatu menuju kearah perbaikan diri pribadinya. Hal
tersebut dapat dicapai dengan jalan memberitahukan
kepada narapidana tersebut tentang hak dan
kewajibannya.

21 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian |, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2010), 59.
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3. Tinjauan aspek sosiologis bahwa tujuan penghukuman
adalah perlindungan pada pelanggar hukum tersebut dan
juga perlindungan terhadap masyarakat.

Narapidana yang menjalani hukuman di Rumah
Tahanan Negara harus dapat berperan aktif dan mendukung
program pembinaan dan keamanan di Rumah Tahanan Negara
dengan bantuan dan bimbingan petugas dan peran serta
masyarakat, karena pada akhirnya setelah selesai menjalani
hukuman hidup secara wajar dan bertanggung jawab.

Para pelanggar hukum yang dalam proses persidangan
dan yang sedang menjalani pidana di dalam Lapas dan Rutan
berbeda lama dan masa hukumannya. Adapun pembedanya
adalah:

1. A |, adalah tahanan dalam tingkat penyidikan atau
tahanan kepolisian. Masa penahanannya adalah 20 (dua
puluh) hari dengan perpanjangan masa penahanan 40
(empat puluh) hari. (KUHAP Pasal 24).

2. A ll, adalah tahanan dalam tingkat penuntut umum atau
kejaksaan. Masa penahanannya selama 20 (dua puluh)
hari dengan perpanjangan masa penahanan 30 (tiga puluh)
hari. (KUHAP Pasal 25).

3. A lll, adalah tahanan dalam tingkat pengadilan
(Pengadilan Negeri). Masa penahanannya selama 30 (tiga
puluh) hari dengan perpanjangan masa penahanan 60
(enam puluh) hari. (KUHAP Pasal 26).

4. A 1V, adalah tahanan tingkat banding (Pengadilan
Tinggi). Masa penahanannya 30 (tiga puluh) hari dengan
perpanjangan masa penahanannya 60 (enam puluh) hari.
(KUHAP Pasal 27).

5. AV, adalah tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Masa
penahanannya 50 (lima puluh) hari dengan perpanjangan
masa penahanannya 60 (enam puluh) hari. (KUHAP Pasal
28).
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Sedangkan untuk register narapidana adalah:

a. B I, adalah narapidana dengan masa hukuman di atas 1
(satu) tahun.

b. B Il A, adalah dengan masa hukuman 3 (tiga) bulan
sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

c. B Il B, adalah narapidana dengan masa hukuman 1 (satu)
hari sampai dengan 3 (tiga) bulan.

d. B Ill, adalah untuk orang dengan hukuman kurungan.
B 1l s, adalah untuk sandera atau tawanan perang.

Adapun pengertian dari pidana pendek berdasarkan

pada terpidana penjara (dengan masa pidana tertentu), maka

pidana pendek adalah :

a. Narapidana yang memiliki masa pidana dibawah 1

(satu) tahun.

b. Narapidana yang masa pidananya setelah dipotong oleh
masa tahanan maka sisa pidananya adalah dibawah 1
(satu) tahun.

2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
sebagai instansi pemerintah yang memiliki peranan untuk
memberikan pelayanan terhadap pembinaan kepada warga
binaan masyarakat (WBP) diharapkan agar dapat
mengupayakan hak-hak narapidana sesuai dengan aturan yang
berlaku. Dengan berlakunya undang-undang yang mengatur
mengenai hak-hak narapidana, maka hak-hak tersebut dapat
terlindungi dan terlaksanakan yang pada dasarnya narapidana
atau warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan
haknya tanpa adanya deskriminasi dari pihak manapun.
Karena hak narapidana merupakan sesuatu yang harus
diberikan dan didapatkan oleh seorang narapidana, apabila
hak-hak tersebut tidak terpenuhi maka hak narapidana telah
dilanggar dan tidak dihormati.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, Narapidana berhak mendapatkan
hak-haknya yaitu:
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a. Melakukan Ibadah sesuai dengan agama atau
kepercayaannya

b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun
jasmani

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang
layak

e. Menyampaikan keluhan

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media
massa lainnya yang tidak dilarang

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang
dilakukan

h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau
orang tertentu lainnya

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

J-  Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti
mengunjungi keluarga

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat

I.  Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.?

Upaya mengenai kebijakan untuk memperhatikan hak-
hak narapidana merupakan gambaran yang memberikan
penjelasan bahwasannya Lembaga Pemasyarakatan dan
Rumah Tahanan Negara bukanlah tempat untuk melakukan
balas dendam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh
narapidana melainkan sebagai tempat pembinaan terhadap
orang yang melakukan kesalahan agar dapat memperbaiki
dirinya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulanginya lagi.
Selain itu, upaya penerapan hak-hak narapidana dilakukan
dengan peningkatan pembinaan agar dapat merubah arah
pemikiran narapidana kearah perbaikan untuk keuntungan
pribadi ke depan dalam berhubungan dengan masyarakat.

28 pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
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Selain memperoleh hak-haknya narapidana juga
memiliki kewajiban yang harus dijalankan selama berada di
dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan,
karena dengan melaksanakan kewajibannya narapidana akan
mendapatkan haknya. Kewajiban seorang narapidana pada
dasarnya dilaksanakan untuk patuh pada peraturan yang ada di
dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
ditempat narapidana dibina. Dalam Pasal 15 UU No. 12
Tahun 1995, narapidana memiliki kewajiban sebagai berikut:
1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program

pembinaan dan kegiatan tertentu;

2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
peraturan Pemerintah.”

Dalam melaksanakan kewajiban pada program
pembinaan yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Rl nomor 99 Tahun 2012 atas perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan, yaitu “Setiap Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan
bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.”

Selain itu, kewajiban narapidana juga diatur pada

Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 6 Tahun 2013

tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah

Tahanan Negara, setiap narapidana atau tahanan wajib:

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/ atau

kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan

beragama;

Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;

Patuh, taat, dan hormat pada petugas;

Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;

Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan

norma kesopanan;

S

2 pasal 15 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
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6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta
mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
kebersihan lingkungan hunia; dan

7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas
Pemasyarakatan.*

C. Figh Siyasah

1. Pengertian Figh Siyasah

Definisi figh berasal dari bahasa Arab yang merupakan
bentuk mashdar dari lafadz fagaha-yafgahu-fighan. Secara
bahasa kata ini memiliki arti al’ilmu, pengetahuan dan al-
fahmu, pemahaman.® Makna ini dipertegas oleh Abi Al-
Husain Ahmad, bahwa kata figh menunjuk pada maksud
sesuatu atau ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya setiap ilmu
yang berkaitan dengan sesuatu disebut figh. Definisi figh (al-
fighu) diartikan paham dan cerdas. Figh menurut bahasa
bermakna mengetahui dan paham, ahli figh biasa disebut
dengan fugaha. Figh ialah mengetahui (al- ‘ilmu), artinya
pengetahuan yang mencapai ketingkatan zhann atau asumsi
yang kuat. Menurut Al- Amadi yang diikuti Mardani dalam
Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia),
ilmu figh adalah ilmu tentang seperangkat hukum syara yang
bersifat furu’iyyah (cabang) yang didapatkan melalui
penalaran dan istidlal (perujukan). Penjelasan figh secara
Istilah tidak jauh berbeda, Dalam istilah ulama, figh ialah
mengetahui hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan
amal perbuatan yang digali melalui dalil-dalil secara
terperinci. Di dalam Al-Quran kata Figh disebut sebanyak 20
kali dan semuanya berbentuk kata kerja yang tersebar dalam
12 surah dan 20 ayat. Apabila diamati secara saksama
semuanya mengandung makna “mengetahui, memahami, dan
pengerti.” Pada awal Islam kata figh digunakan sebagai
pemahaman  terhadap  hukum-hukum agama secara

% pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata

Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

3L Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasya min ‘IIm al- ‘Ushul, (ttt:

Maktabah al Jiddah), 4.
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keseluruhan, yaitu semua hukum yang disyariatkan oleh Allah
untuk para hamba-Nya, baik berkaitan dengan keimanan,
keyakinan, atau berupa hukum-hukum seperti kewajiban,
perintah dan larangan.

Istilah figh biasanya sering diartikan dengan hukum
Islam atau ada yang menyebutnya dengan hukum positif Islam
(Islamic  Jurisprudence). Meskipun figh biasa diartikan
sebagai Hukum Islam, namun arti hukum tidak selalu
berkaitan dengan law atau rules (peraturan perundang-
undangan), akan tetapi lebih dekat dengan konsep etika agama
(religious ethics). Selain mencangkup pembahasan mengenai
ibadah, figh juga membahas mengenai hubungan antara
sesama manusia secara luas (muamalah). Hakikat figih dapat
dipahami sebagai:
a. Figh adalah ilmu tentang hukum syara’.
b. Figh membicarakan hal-hal yang bersifat ‘amaliyyah

furu’iyyah’ (praktis dan bersifat cabang).

c. Pengetahuan tentang hukum syara’ didasarkan pada dalil
tafshili, yakni Al-Quran dan Hadist.
d. Figih digali dan ditemukan melalui penalaran dan

istidlal mujtahid.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa figh
merupakan upaya sungguh-sungguh dari para ulama agar
dapat menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat
diamalkan oleh umat Islam. Selanjutnya mengenai penjelasan
siyasah, berasal dari kata sasa, yang berarti mengatur,
mengurus dan memerintah; atau pemerintah, politik dan
perbuatan kebijaksanaan.® Pengertian ini menjelaskan bahwa
tujuan siyasah adalah untuk mengatur, mengurus dan
membuat Kkebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis
untuk mencangkup sesuatu. Menurut Abdul Wahab Khallaf
menjelaskan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan
yang diciptakan untuk memelihara  ketertiban dan

%2 |bn Manzhur, Lisan al’Arab, Juz 6, (Beirut: dar al-Shadr, 1968), 108.
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kemaslahatan serta mengatur keadaan.*® Ibn Qayyim al-
Jawziyyah menjelaskan bahwa siyasah adalah suatu perbuatan
yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan
terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak
ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah
SWT.*

Dengan adanya penjelasan mengenai pengertian-
pengertian di atas dapat dipahami bahwa figh siyasah
merupakan salah satu aspek Hukum Islam yang
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan
manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi
manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam
figh siyasah membicarakan tentang sumber kekuasaan, siapa
pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana
cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang
diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan
mempertanggungjawabkan kekuasaannya.®*® Dalam figh
siyasah pemerintah dapat menetapkan suatu hukum yang tidak
diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan yang
dibutuhkan oleh manusia. Di dalam perkembangan
masyarakat yang semakin maju, permasalahan yang
ditimbulkan semakin kompleks yang membutuhkan suatu
penyelesaian. Dalam hukum Islam (pemikiran figh para ulama
klasik) tidak mencapai sedetail mungkin dalam mengatur
berbagai permasalahan yang timbul pada umat Islam. Oleh
karena itu, apabila permasalahan dijawab secara parsial dan
ad hoc, kemungkinan hukum Islam tidak responsif pada
perkembangan zaman. Dengan adanya permasalahan tersebut,
maka negara membutuhkan kerja sama dengan para ulama
didalam berbagai keilmuan untuk menentukan kebijakan-
kebijakan yang dapat diterima dan memberikan kemaslahatan

3 Abdul Wahab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar’iyyah, (Kairo: dar al-Anshar,
1977), 4-5.

* |bn Qayyim al-Jawziyah, Al-Thurug al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-
Syar’iyyah (Kairo: al-Mu’assasah al-Arabiyyah, 1961), 16.

% Munawir Sdjali, Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran,
(Jakarta: Ul Press, 1991), 2-3.
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bagi masyarakat. Sehingga permasalahan yang timbul dapat
diantisipasi dengan berbagai kompenen keilmuan yang
menghasilkan  jawaban terhadap permasalahan yang
ditimbulkan. Permasalahan yang sering ditimbulkan dan
selalu berkembang diantaranya mengenai hak asasi manusia,
demokrasi, korupsi, pendidikan dan lain-lain. Dengan adanya
undang-undang sebagai suatu kebijakan maka umat Islam
mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan instusi
keagamaan dalam rangka pelaksanaan hukum Islam, misalnya
Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama yang
kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang  No.
3/2006 dan UU No. 50/2009, dapat dikatakan sebuah bagian
dari siyasah syar’iyah dalam pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa
figh siyasah memiliki peran dan kedudukan yang penting
dalam umat Islam. Pemerintah membutuhkan figh siyasah
dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan politik bagi
umat Muslim. Figh siyasah memberikan hal-hal positif dan
bermanfaat bagi umat Islam.

Ruang Lingkup dan Dasar Hukum Figh Siyasah

Di dalam menentukan ruang lingkup siyasah terdapat
perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Diantaranya
ada yang menetapkan menjadi lima bidang, empat bidang dan
tiga bidang mengenai pembahasannya. Menurut Imam al-
Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-
Sulthaniyyah, lingkup kajian siyasah mencangkup:
1. Kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah
(peraturan perundang-undangan)
Siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter)
Siyasah gadha’iyyah (peradilan)
Siyasah harbiyyah (hukum perang) dan
Siyasah idariyyah (administrasi negara).*®
Adapun menurut Imam lbn Taimiyyah, yang meringkasnya
menjadi empat bidang kajian yaitu:

(SRENEANN

% Al-Mawawrdi, al-Ahkam al Sulthaniyyah, (Beirut: Dar al-Fickr, t,tp)
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Siyasah qadha’iyyah (peradilan)

Siyasah ‘idariyyah (administrasi negara)

Siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter) dan

Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah  (hubungan
internasional).®’

Menurut Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi
tiga kajian, yaitu:

1. Siyasah qadha’iyyah (peradilan)

2. Siyasah dauliyah (politik hubungan internasional)

3. Siyasah maliyah (ekonomi dan moneter).*

Sementara itu Abd al-Wahhab Khallaf di dalam
kitabnya yang berjudul al-Siyasah al-Syar’iyah lebih
mempersempit menjadi tiga bagian kajian saja, Yyaitu
peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.*
Selanjutnya menurut salah satu ulama terkemuka di Indonesia
yaitu T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup Figh
Siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. Sivasah Dusturiyyah Syar’iyyah (Politik Pembuatan
Perundang-Undangan).

2. Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah (Politik Hukum).

Siyasah Qadha’iyyah Syar’iyyah (Politik Peradilan).

4. Siyasah Maliyyah Syar’iyyah (Politik Ekonomi dan
Moneter).

5. Siyasah Idariyyah Syar’iyvah (Politik Administrasi
Negara).

6. Siyasah  Dauliyyah/Siyasah  Kharjiyyah  Syar’iyyah
(Politik Hubungan Internasional).

7. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah (Politik Pelaksanaan
Perundang-Undangan).

8. Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah (Politik Peperangan).*°

MobdhdE

w

% Ibn Taimiyah, al-Siyasah al-Syarivah fi Isthah al-Ra’l wa al-Raiyah,

(Mesir: Dar al-Kitab al’ Arabi, t.tp)

% Abdul Wahab Khallaf, al-Siyasahl-Syar’iyat, (Dar al-Anshor,Qahirat,

1997), 5.

% Abdul Wahhab Khallaf, al-Siyasah al-Syari‘ah, 4.
0T M Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Siyasah Syarivah, (Yogyakarta

Madah, t.tp), 8.
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Berdasarkan ruang lingkup diatas, konsep Siyasah
Tanfidziyyah merupakan bagian Figh Siyasah yang berkaitan
dengan Pembebasan bersyarat. Siyasah Tanfidziyyah adalah
tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya
negara memiliki kekuasaan eksekutif. Pelaksana tertinggi
kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan
kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu
negara dengan negara Islam lainnya.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, figh siyasah memiliki
dasar hukum yang terdiri dari:

1. Al-Qur’an
AL-Qur’an merupakan kumpulan wahyu Allah SWT
yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW vyang
termuat dalam mushaf dan bersifat autentik (dapat
dipercaya). Al-Qur’an sebagai sumber utama dan dasar
hukum dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku
dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu disiplin
ilmu figh, figh siyasah menjadikan Al-Qur’an sebagai
sumber rujukan utama yang dijadikan pegangan dalam
menentukan hukum figh siyasah.
2. Al-Hadist
Al-Hadist merupakan sumber kedua setelah Al-
Qur’an. Menurut ahli ushul figh, hadist adalah sabda Nabi
Muhammad SAW yang bukan berasal dari Al-Qur’an,
pekerjaan, atau ketetapannya.** Hadist sebagai sumber
yang memberikan keterangan atau penjelasan
terhadap arti yang masih samar di dalam Al-Qur’an.
3. Menurut Para Ulama
Para Ulama bersependapat terhadap adanya
penyelenggaraan siyasah berdasarkan syara’. Kesepakatan
tersebut terdapat pada pernyataan lbn al-Qayyim “Tidak
ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syara”. Ahmad
Sukardja memberikan penjelasan sumber Kkajian figh
siyasah berasal dari manusia dan lingkungannya, seperti

1 M.M. Azami, Hadist nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, (Pejanten Barat:
Pustaka Firdaus. 2000), 13-14.
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pada pandangan para pakar politik, ‘Urf atau kebiasaan
masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat,
pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah
dibuat sebelumnya.

D. Pengampunan Hukuman Dalam Figh Siyasah

1. Pengertian dan Sejarah Pengampunan Hukuman

Pengertian pengampunan dalam figh siyasah dan
istilah-istilah tidak banyak dijelaskan oleh ulama Figh, namun
dengan demikian tetap ada penjelasan  mengenai
pengampunan, dengan maksud untuk mengetahui batasan dan
jenis pengampunan yang dapat diberikan atas jarimah atau
tindak pidana yang dilakukan.* Pada dunia peradilan Islam
juga dikenal suatu bentuk pengampunan, dengan istilah al-
syafaat (4W&Y) pengampunan dalam hal ini dapat
diberikan oleh pihak korban atau oleh penguasa kepada
pelaku yang melakukan tindak pidana. Adanya dasar
pengampunan dalam figh siyasah menurut Ahmad Fathi
Bahansi yaitu pada firman Allah SWT:

<.

U_EMJIV_@JN\ wnuwt &Ju(ygw 55 Gedll 0
@Q;QJ-)}&.'Q& Q/l r;.;ﬁ // b,wst.»u,a.a.q

“Sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada
mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha
penyantun” (Q.S. Ali-Imran [3]: 155)

Kata al-syafaat (4W&ll) dalam bahasa arab
mengandung arti genap, sepasang, sejodoh, perantara,
pertolongan dan bantuan. Adapun kata al-syafaat yang berasal
dari kata syafa’at yang juga berarti menghimpun,

2 Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,

(Jakarta: Kencana, 2014), 15.
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mengumpulkan atau menggandakan sesuatu  dengan
sejenisnya.*®

Didalam dunia peradilan Islam Al-syafaat memiliki arti,
yang dijelaskan oleh al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjaini,
ahli ilmu kalam serta ahli hukum mahzab Maliki sekaligus
pengarang kitab al-tarifat menurutnya al-syafaat ialah suatu
permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari menjalani
hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.**

Pemberian pengampunan hukuman yang dilakukan oleh
para pemimpin merupakan sebuah kekuasaan yang dimiliki
oleh para Ulil Amri. Kekuasaan tersebut dapat diartikan
sebagai amanah yang diberikan kepada seorang pemimpin.
Namun bukan hanya aspek kekuasaan saja melainkan terdapat
aspek pengelolaan dan pelayanan, sehingga seorang pemimpin
dapat dikatakan sebagai pelaksana dalam melayani
masyarakat. Amanah merupakan konsep yang memiliki
kedudukan yang penting dan kewajiban dalam menjalankan
kepemimpinan untuk dapat menegakan keadilan.

Amanah berasal dari kosakata bahasa Arab yaitu amina,
secara harfiah berarti kepercayaan. Amanah secara bahasa
adalah sebuah janji atau titipan dan sesuatu yang dipercayakan
kepada seseorang.”® Sedangkan menurut istilah adalah suatu
sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur dalam
melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa
harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban.*

Pengertian amanah menurut Ahmad Musthafa Al-
Maraghi, amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan
dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya.*’

# Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia
Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 729.

 Abdul Aziz Dahlan (et,al.), Ensklopedia Hukum Islam, (Jakarta : Ul Press,
1991), 411.

4 sudarsono, Kamus Agama Islam Cet Ke-1, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,
2003), 33.

“® Ibid.

4T Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid 2 (Dar al-
Fikr,tt),70.
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Ahmad Musthafa Al-Maraghi membagi amanah menjadi 3

macam, yaitu:

1. Amanah manusia terhadap Tuhan, yaitu semua ketentuan
Tuhan yang harus dipelihara berupa melaksanakan semua
perintah Tuhan dan meninggalkan semua larangan-Nya.

2. Amanah manusia kepada orang lain, salah satunya
amanah pemimpin terhadap masyarakatnya.

3. Amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu berbuat
sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya baik
dalam urusan agama maupun dunia.*®

Pada masa Rasulullah, amanah ialah salah satu sifat
wajib yang dimiliki oleh para Rasul. Sifat jujur dan dipercaya
terdapat dalam tugas kerasulan, seperti menerima wahyu,
memelihara keutuhannya dan menyampaikan kepada manusia
tanpa penambahan maupun pengurangan atau perubahan.

Amanah berperan sebagai landasan dan etika dalam kehidupan

bermasyarakat, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-

Qur’an, yaitu:

it 285 1305 el () VT 15355 of 2SS0 T 5 0

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu
menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu
menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang
memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha
Mendengar, Maha Melihat.”(Q.S. An-Nisa [4]: 58)

“ bid.
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Suatu saat Ali bin Abu Thalib sedang duduk
bersama Nabi Saw. Ketika itu, datang seorang Badui dan
orang itu lantas mengajukan pertanyaan kepada beliau,
“Wahai Rasul, apakah ajaran Islam yang paling ringan dan
apa pula ajaran Islam yang paling berat? ”. Beliau menjawab
“Yang paling ringan adalah mengucapkan dua kalimat
syahadat. Yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah
dan Muhammad adalah utusan Allah. Sedangkan yang paling
berat adalah memelihara amanah. Orang yang menyia-
nyiakan amanah. Orang yang menyia-nyiakan amanah
dipandang tidak beragama. Sembahyang dan zakatnya tidak
mendapat pahala” *

Konsep amanah akan terlaksanakan dengan baik
apabila yang melaksanakannya adalah orang yang beriman.
Pada konsep amanah memiliki karakteristik terhadap
pelaksananya yang terbagi menjadi tiga kategori, sebagai
berikut:

a. Karakteristik Spiritual
Karakteristik spiritual merupakan sebuah karakter
seorang pelaksana amanah yang berhubungan dengan
Allah SWT, yang terbagi menjadi beberapa karakter yaitu:
1. Beriman dan Bertakwa
Iman merupakan suatu hal utama yang harus
dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim yang
memiliki keimanan yang benar akan memiliki sebuah
ketakwaan. Dengan adanya keimanan dan ketakwaan,
maka akan menimbulkan rasa untuk menjaga diri atas
sesuatu yang akan membahayakan dirinya, seperti
seorang muslim akan menjalankan perintah dan
menjauhi larangan-Nya. Seorang yang memiliki
karakter beriman dan bertakwa akan menjalankan
perintah untuk menjaga amanah.
2. Tawakkal

Tawakkal memiliki makna menyerahkan hasil

semua urusan kepada Allah SWT setelah berusaha

4 HR Al-Bazzar dari Ali bin Abu Thalib.
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semaksimal mungkin. Seseorang yang menjalankan
amanah haruslah memiliki Kkarakter bertawakkal
kepada Allah SWT, dengan bertawakkal akan
mendatangkan ketenangan jiwa dan memberikan
kepercayaan diri atas apa yang telah diusahakannya.

b. Karakteristik Operasional

Karakteristik operasional merupakan karakter-
karakter yang menjalankan amanah dan berhubungan
dengan proses menjalankannya, yang terbagi menjadi
beberapa karakter yaitu:

1. Amanah (Dapat dipercaya)

Karakter ini merupakan hal terpenting terhadap
seseorang yang akan menjalankan amanah dalam hal
apapun. Seseorang yang dapat dipercaya merupakan
suatu syarat dalam kesempurnaan iman seseorang.

2. Adil
Karakter ini merupakan suatu keadaan yang benar,
seimbang atau rata. Berlaku adil dalam menjalankan
amanah adalah menjalankannya dengan cara tidak
mengurangi sedikitpun dan dalam keadaan utuh sesuai
apa yang diinginkan pemberinya.

3. Jujur

Karakter ini merupakan sebuah karakter yang
memiliki  kesesuaian  anatara  perkataan dan
pelaksanaannya. Seorang pelaksana amanah harus
memiliki kejujuran, dimana adanya kesesuaian antara
janji dan perbuatannya. Dengan kejujuran seseorang
akan mampu menjalankan dan memelihara amanah
dengan sebaik-baiknya.

4. Bertanggung Jawab

Karakter ini merupakan sebuah sikap seseorang
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam
menjalankan amanah seseorang harus memiliki sikap
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bertanggung jawab, karena setiap orang akan dimintai
pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan.

c. Karakteristik Emosional

Karakteristik emosional merupakan karakter yang

memiliki hubungan dengan perasaan seorang pelaksana
amanah dalam melaksanakannya. Karakter-karakter
tersebut adalah sebagai berikut:

1.

3.

Bersabar

Sabar merupakan suatu sikap dalam menahan
sesuatu yang mengkhawatirkan yang memiliki
kesamaan arti berlapang dada. Seseorang pelaksana
amanah harus memiliki rasa sabar dalam menerima
dan menjalankannya.

Bersyukur
Bersyukur merupakan suatu sikap merasa cukup
atas apa yang dimiliki. Dalam hal ini Allah SWT akan
mencintai seseorang yang menjalankan amanah secara
maksimal sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasih
atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pemaaf

Seseorang yang memiliki karakter pemaaf akan
terhindar dari sifat buruk yang memicu untuk
berkhianat ketika menjalankan amanah.*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

amanah adalah sesuatu yang diterapkan untuk menyampaikan
hak kepada pemiliknya, serta tidak mengambil sesuatu
melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain.

Terdapat sejarah pemberian pengampunan yang pernah

diberikan oleh pemimpin baik itu berupa suatu keputusan
ataupun tidak, pemberian pengampunan yang dilakukan oleh
pemimpin pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar dan

% Abdul Halim, dkk, “Karakteristik Pemegang Amanah dalam Al-Qur’an”,
Mashdar: Jurnal Studi al-Qur’an dan Hadis, Vol. 1., No.2 (2019) : 189-197, https://

media.neliti.com
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juga pada masa pemerintahan  Utsman.”®  Berikut

penjelasannya:

a. Pada masa pemerintahan Umar adanya hukuman
potong tangan.

Adanya hukuman potong tangan dalam masa
kepemimpinan Umar yang dilakukan terhadap orang yang
melakukan pencurian pada musim paceklik, dengan
tujuan menghindarkan dari kematian dan menyelamatkan
diri, sehingga pelaku melakukan tindakan pencurian
bukan karena hawa nafsu untuk sengaja mengambil atau
memiliki barang tersebut. Dalam permasalahan ini para
ulama figh sepakat bahwa tidak dipotong tangan pencuri
pada masa paceklik, karena dalam situasi darurat maka
diperboleh untuk mencapai harta orang lain untuk hajat,
meskipun pada saat itu hukum Islam tentang potong
tangan untuk yang melakukan pencurian sudah berlaku
dan sebelum hukuman-hukuman diterapkan atau
dijatuhkan pada  pelanggar, terlebih dahulu harus
diciptakan kondisi sosial ekonomi yang adil didalam
masyarakat dimana orang yang melanggar hukum hudud
itu hidup. Jika belum tercipta kondisi seperti itu, hukuman
tersebut tidak boleh dilaksanakan karena pelaksanaanya
merupakan kezaliman.

Di akhir tahun ke-18 Hijriyah, masyarakat Arab di
Hijaz, Tihama dan Nejd mengalami musim panceklik
yang berat. Peristiwa ini telah terjadi pada musim
kemarau yang panjang. Hijau yang menjadi ukuran
kehidupan mereka, selama Sembilan bulan terus menerus
telah terputus, bumi berubah menjadi seperti abu.> Pada
masa ini Umar tidak menjatuhkan hukum potong tangan
terhadap pencuri, karena kurang ilat yang mengharuskan

% sayuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta :
PT.Raja Grafindo Persada, 1997), 134.

*2 |bid, 135.

%3 Hadi Purnomo Sjechul, Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan; Teori
dan Praktek, (Surabaya : CV Aulia, 2004), 234.
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hukuman potong tangan yang disebut dalam ushul figh
dengan Al Ilat An Nagishab.>

Kebijakan Umar dalam penjelasan di atas untuk
tidak meaksanakan hukuman potong tangan dikarenakan
ia melihat pelaku dalam kondisi darurat, yaitu kesulitan
untuk mendapatkan bahan makanan. Disebutkan dalam
figh Umar: “Siapa yang mencuri dalam keadaan darurat
dibolehkan menangguhkan hukuman kepadanya, karena
terdapat perkataan syuhbat bagi dirinya dan dibolehkan
yang terlarang karena darurat. Hal ini terdapat di dalam
Al-Qur’an:

= Ufjﬁj ,»Jl pJ;g Al 2zl (*5"’5 e Lwn
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“Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa
(memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan
tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi
maha penyayang.” (Q.S. Al-Bagarah [2]: 173).

b. Pada masa pemerintahan Utsman juga terdapat pemberian
pengampunan.

Pada masa kepemimpinannya, Utsman menciptakan
kondisi yang aman, tentram, dan juga makmur. Dalam
riwayat yang shahih dinyatakan bahwa pada masa
pemerintahan Utsman juga tidak ada gangguan keamanan
dari pihak musuh, kekayaan melimpah, hubungan antar
masyarakat harmonis, mereka meliputi perasaan cinta,
persaudaraan, dan persatuan serta tidak ada rasa ketakutan
antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain di
berbagai penjuru Negara Islam.*®

% bid, 234
% |bid, 158.



Indikasi lainnya ialah bahwa pintu rumah Utsman
senantiasa terbuka bagi rakyat, sehingga dia menerima
para rakyat dan mendapatkan keluh kesah yang sedang
dirasakan oleh para rakyatnya. Ketika segolongan orang
mengandukan gubernurnya yang bertugas di provinsi
Kufah yang tidak lain bernama Al-Walid bin Uqubah
ialah kerabat dari keluarga Utsman, bahwa kumpulan
orang tersebut berkata bahwa mereka menyaksikan sendiri
bahwa gubernur Kufah pada saat itu sedang meminum
khamar. Lalu Utsman pun memberhentikan gubernur
Kufah yang telah meminum khamar dari masa jabatannya
karena telah melanggar aturan dan Utsman juga hanya
memberikan jatuhan hukuman yaitu hukuman berupa
pengasingan dari tempat tinggalnya dan pencopotan dari
masa jabatannya.

2. Dasar Hukum Pengampunan
Istilah Al-Syafa’at yang memiliki arti pengampunan dan
memiliki dasar hukum yaitu sebagai berikut:
1. Nash
a. Al-Qur’an
Pengampunan dalam suatu perkara terdapat pada Al-
qur’an, yaitu:
P

AT JGT 3 foladll KR L1,k il el



49

“Hai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu gishash berkenaan dengan
orang-orang yang dibunuh; orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba
dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa
yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,
hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan
cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi
maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi
maaf dengan cara yang baik (pula). Yang
demikian itu adalah suatu keringanan dari
Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa
yvang sangat pedih.”(Q.S. Al-Bagarah [2]: 178).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan
kewenangan kepada ahli waris terbunuh, untuk
melakukan pembalasan namun tidak boleh melampaui
batas. Sebagai ahli waris korban dapat menuntut
gishash atau memberikan pengampunan terhadap
pelaku pembunuhan, dan dari sinilah timbu suatu
prinsip figh siyasah bahwa dalam hal pembunuhan
dimana pelaku pembalas (penuntut) bukanlah negara
melainkan ahli waris dari yang terbunuh, negara
sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan.®®

Pengampunan juga terdapat pada
Surah An- lea yaitu:

cow B

L;»J&J&‘CU 585 L@M@sﬂduﬁ

% Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,

1967), 260.
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“Barangsiapa memberi pertolongan dengan
pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh
bagian dari (pahala)nya. Dan barangsiapa memberi
pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya
dia akan memikul bagian dari (dosa) nya. Allah Maha
Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 85)

Ayat ini memiliki arti bahwa syafa’at diberikan
oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkan
sebagaimana kapasitas yang dimiliki seseorang dalam
memberikan syafa’at tersebut. Secara umum Islam
memandang bahwa memberikan syafa’at berupa
bantuan, baik materi maupun moril, atau pertolongan
lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta syafa’at
merupakan tindakan terpuji namun bisa juga menjadi
tindakan yang tidak terpuji.

b. Al-Hadist

Terdapat hadist mengenai suatu pengampunan
dalam suatu perkara tindak pidana selama itu memang
masih  memungkinkan. Dalam  hadist yang
diriwayatkan oleh Aisyah r.a. yang berbunyi
“Hindarilah hudud sebisa mungkin atas orang-orang
muslim; jika kalian menemukan alibi, lepaskan.
Sesungguhnya seorang penguasa yang salah dalam
memaafkan lebih baik dari pada salah menghukum”.
Penjelasan hadist tersebut sebagai suatu sandaran
hukum dalam memutuskan suatu perkara, baik
penguasa ataupun seorang hakim, apabila menemukan
keraguan dalam menilai suatu kejahatan yang
dilakukan dan dituduhkan pada seseorang yang telah
melakukan tindak pidana yang akan diputuskan.

Akan tetapi seorang penguasa dan hakim tidak
diperbolehkan begitu saja memberikan pengampunan
jika suatu perkara dari pelaku kejahatan tersebut telah
diajukan kepadanya. Penjelasan ini terdapat pada
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suatu hadist, diriwayatkan oleh Imam Malik yang
berbunyi “Diriwayatkan dari sahabat Rabi’ah bin Abi
‘Abdi al-Rahman, suatu ketika dalam perjalanan
sahabat al-Zubair berjumpa dengan sekelompok orang
yang telah menangkap seorang pencuri yang hendak
diadukan perkaranya kepada amirul mukmin (utsman
bin Affan), kemudia al-Zubair memberikan syafa’at
kepada pencuri tersebut, dan meminta pencuri
tersebut supaya dilepaskan, (awalnya) mereka
menolak dan meminta al-Zubair untuk melakukannya
saat dihadapan Khalifah, kemudian Al-Zubair
mengatakan bahwa apabila (masalah hudud) telah
sampai kepada penguasa, maka Allah akan melaknat
orang yang memberi ampun dan yang meminta
ampun”.

2. Pendapat Fugaha
a. Pengampunan dalam Jarimah Hudud

Fugaha sepakat dalam hal pemberian
pengampunan (al-syafa’ar) diperbolehkan meskipun
meskipun jarimah tersebut yang berkaitan dengan
perkara hudud selama perkara tersebut belum
diagjukan ke pengadilan untuk disidangkan,
sebagaimana dinisbatkan dengan mendasarkan pada
keterangan hadist yang berkaitan dengan pencurian.
Maka, demikian juga dengan perkara jarimah yang
diancam dengan hukuman hudud yang lain juga
diperkenankan pemberian pengampunan.®’

Sebagian besar sahabat Nabi dan para Fugaha
telah memberikan pengampunan kepada pelaku tindak
pidana dengan syafa’at, dengan tujuan memberikan
amaliyah sesuai dengan Firman Allah SWT pada:

V88 Galgall oo 25 sasdly Dl sl 1

" Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Figh al-Islam : al-
Jarimah, (Beirut: al-Dar al-Fikr al-Arabi, 1998), 73.
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“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang
mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan
orang-orang yang bodoh”. (Q.S. Al-A’raf [7]: 199)

Jarimah hudud yang berkaitan dengan jiwa
gisas-diyat telah jelas adanya pemaafan sebagaimana
yang telah diajarkan Allah dalam surah Al-Bagarah
ayat 178, pemaafan lebih diutamakan daripada
melakukan pembalasan. Namun dengan aturan yang
ada sesuai dengan apa yang diajarkan Al-Qur’an
pengampunan hanya dapat dilakukan oleh korban atau
wali dari korban itu sendiri. Sementara menurut
pendapat fugaha dalam hal zina, pemadat dan pencuri
tidak ada kewenangan untuk menentukan untuk
menentukan (merubah) ketetapan atas tindakan yang
sudah ditetapkan kepada pelakunya, sehingga tidak
ada satu orang pun yang berhak untuk menggugurkan
pidana tersebut.

b. Pengampunan dalam Jarimah Ta zir

Abdur Qadir Audah menerangkan bahwa para
fugaha bersepakat penguasa memiliki  hak
pengampunan yang sempurna pada semua tindak
jarimah ta’zir. Penguasa boleh mengampuni suatu
tindak pidana fa zir dan hukumannya, baik sebagian
maupun keseluruhannya. Meskipun demikian fugaha
berbeda pendapat tentang boleh tidaknya penguasa
memberikan pengampunan terhadap semua tindak
pidana ta zir atau terbatas pada sebagiannya saja.”

Menurut sebagian golongan para ulama
berpendapat bahwa penguasa tidak memiliki hak
untuk memberi pengampunan pada tindak pidana
gishas dan hudud, tetapi dijatuhi hukuman ta ’zir yang

%8 Abdur Qadir Audah, al-tasyri al-Jina’I al-Islami Mugaranan bil Qanunil
Wad’iy, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II1, (Bogor: P.T.
Kharisma Ilmu, tt), 169.
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sesuai dengan perkara yang dilakukan, namun
penguasa boleh memberi ampunan kepada tindak
pidana lainnya dengan melihat adanya kemaslahatan
umum. Sedangkan menurut sebagian ulama lainnya
berpendapat bahwa penguasa memiliki hak untuk
memberikan pengampunan atas seluruh tindak pidana
yang diancam dengan hukuman ta zir. Dari kedua
pendapat para ulama tersebut, pendapat golongan
ulama pertama yang lebih dekat dengan logika hukum
Islam yang berkaitan dengan jarimah hudud dan
gishas.>®

% |bid, 178.
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